REPUBLIK INDONESIA

No.1098, 2018 BAWASLU. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
Perubahan Kedua.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian
sengketa proses pemilihan umum dan melaksanakan
perintah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-
XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018, beberapa ketentuan
dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilihan Umum;
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Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara
Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017
tentang Tata cara Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826), diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1) Bawaslu, Bawaslu  Provinsi, dan  Bawaslu
Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa
proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja
sejak tanggal diterimanya Permohonan yang
diajukan Pemohon.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diterima sejak tanggal Permohonan diregister oleh
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu

Kabupaten/Kota.
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(3) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mengacu pada standar perubahan hari kerja

pada jam 00.00 waktu setempat.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 7

(1) Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas:

a.

f.

g.
h.

partai politik calon Peserta Pemilu yang telah
mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di
KPU;

Partai Politik Peserta Pemilu;

bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah
mendaftarkan diri kepada KPU;

calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum
dalam daftar calon tetap;

bakal calon Anggota DPD yang telah
mendaftarkan diri kepada KPU;

calon anggota DPD;

bakal Pasangan Calon; dan

Pasangan Calon.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, huruf c¢, huruf e, dan huruf g dapat

mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa

proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan

Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon

tetap anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar

calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon.

3. Ketentuan Pasal 10 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5)

dan ayat (6) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pemohon, Termohon, atau pihak terkait dapat

didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum
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(2)

(3)

(4)

()

(6)

berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan
Permohonan.

Pemohon, Termohon, atau pihak terkait dapat
didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat
kuasa khusus dalam proses Mediasi.

Pemohon, Termohon, atau pihak terkait dapat
didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum
berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses
Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.
Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus didaftarkan di
Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu
Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota
pada saat mengajukan permohonan, proses Mediasi,
atau proses Adjudikasi penyelesaian sengketa di
Pengawas Pemilu.

Kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) yang ditunjuk oleh Pemohon
atau pihak terkait merupakan advokat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Termohon dapat menunjuk kuasa  hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 37

Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa
proses Pemilu dibacakan secara terbuka dan dapat
dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan pihak terkait.
Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

a. kepala putusan, terdiri atas:

1) lambang garuda;
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